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BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 130/ €0 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam rangka
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim
Penyusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

1.

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6970);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

4, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

: Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Tahun 2025,
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

. Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan data dan dokumen pendukung yang
dilakukan dengan tahapan penyiapan data dan
kompilasi data perangkat daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan, tugas pembantuan dan
penugasan;

b. menyusun dokumen data capaian pelaksanaan
program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya
penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan
strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan
pelaksanaannya dan tindak lanjut rekomendasi dewan
perwakilan rakyat daerah tahun anggaran 2025;

c. menyusun dokumen data capaian kinerja tugas
pembantuan dan penugasan yang diterima dari
Pemerintah Pusat dan tugas pembantuan yang
diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi.

d. melakukan verifikasi dan penilaian dokumen data hasil
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
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kewenangan daerah  yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas
pembantuan dan penugasan;

¢. menyusun rancangan LKPj; dan

f. menyampaikan dokumen LKPj yang telah ditetapkan
oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan
pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala
Bagian Tata Pemecrintahan dan Kerja Sama pada
Sekretariat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 28 Januari 2026
BUPATI PESISIR SELATAN,

HEND ONI
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